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PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Qanun Nomor 8 Tahun

2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Tahun anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten.-

. Undang-Undang* Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh
Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Temiang di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4179):

. Undang-Undang MNomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang MNomor 12 Tahun
1994 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 62
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 3569);

. Undang-Undang MNomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesiz
Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan MNepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75
Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang MNomer 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tghun 2004, tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): «

/. Undang ... ;




Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaren Negara Republik Indonesia
Tzhun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan.
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran

- negara Republik Indonesia Nomaor 4400);

10.

11

12

B3,

14,

15.

16.

17

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinys dengan Undang-
Undang Nomeor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tehun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusl Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Momor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomar 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 20604 MNomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

tentang ...,



tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangar Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran necara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

18.Peraturan Pemerintah '+ ~r 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Laya Umum (Lembaran MNegara Republik
Indonesla Tahun 2005 N ., Tambahan Lembaran Megara Republik

Indonesia Nomor 4502);

19, Peraturan Pemerintah Nome:: 54 Tahun 2005 te: fang Pinjaman Daerah
(Lembaran Nerara Republic Indonesia Tahiir 2005 Nomor 138,
Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20.Peraturan Permrrintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (lL.:mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

21, Peraturan Pemerintan Momor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan ' Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah MNomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

22, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambanan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomaor 4577);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
4578);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
i Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Neomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4593);

26.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Reputlik Indonesia 4614},

27.Peraturan Pemerintah MNomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi  Penyelenggarazan
Pemerintah Daerah kepada Masvyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...... \
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

28.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

29.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansl Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 5165);

30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 59 Tabhun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011;

32.Qanun Kabupaten Gayo Lues MNomor 2 Takun 2008 Tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues;

33.Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN
ANGGARAN 2011
Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2011 semula
berjumiah Rp. 409.178.354.563,- bertambah sejumlah Rp. 95.452.609.903,- sehingga
menjadi Rp. 504.630.964.466,- dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan :

a. Semula Rp 409.178.354.563,-

b. Bertambah/(Berkurang) Rp 95.452.609.903,-(+)
Jumlah pendapatan setelah Perubahan Rp 504.630.964.466,-

2. Belanja :

a. Semula Rp 419.168.479.241,-

b. Bertambah/(Berkurang) Rp 97.099.906.305,- (+)
Jumlah belanja setelah Perubahan Rp 516.268.385.546,-
Surplus/Defisit setelah perubahan Rp(11.637.421.080,-)

3. Pembiayaan ...
N\
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3. Pembiayaan:
a. Penerimaan

1) Semula

2) Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

b. Pengeluaran

1) Semula

2) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Pembiayaan Neto setélah perubahan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan

Rp 16.490.124.678,-
Rp _ 1.647.296.402,- (+)
Rp 18.137.421.080;-

Rp 6.500.000.000,-
Rp Q,-
Rp 6.500.000.000,-
Rp 11.637.421.080,-
Rp 1.647.296.402,-
Pasal 2

Penjabaran perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinct 'ebih lanjut

pada lampiran peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 merupakan bagian yang terpisahkan dari

peraturan ini,

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dalam Berita Daerah,

Diundangkan di Blangkejeren

Pada Tanggal
14

Syawal

r

M
7 B

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada Tangaal 13 September 2011 M
14 Syawal 1432 H
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